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SALINAN                                    P U T U S A N

Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batulicin  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara :

PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat  berdasarkan surat  gugatannya bertanggal  02 April

2019 yang didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin,  dengan

register  perkara Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Blcn,  tanggal  02 April 2019 telah

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pada  tanggal  29  Mei  2009,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama (KUA) Kecamatan  Batulicin,  Kabupaten  Tanah

Bumbu sebagaimana  ternyata  dalam  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

466/56/VI/2009 tanggal 13 Juni 2009;

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  mengambil  tempat

kediaman  kadang-kadang  di  rumah  orangtua  Penggugat  sebagaimana

alamat  dari  Penggugat  di  atas  dan  kadang-kadang  di  rumah  orangtua

Tergugat  sebagaimana  alamat  dari  tergugat  di  atas  dan  selanjutnya

berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kontrakan hingga tinggal di rumah
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orangtua Penggugat  sebagai  tempat  kediaman bersama terakhir,  sampai

pisah tempat tinggal;

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  dikaruniai  2  orang  anak

bernama :

1.  ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;

2.  ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun,  sekarang ke 2

anak ikut Penggugat;

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun

dan harmonis,  namun sejak bulan Juni  2011 ketentraman rumah tangga

Penggugat   dengan  Tergugat   mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  dengan Tergugat  yang

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi; 

5.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain: 

a. Bahwa  Tergugat  telah  berhubungan  asmara  (selingkuh)  dengan

beberapa  wanita  lain  yang  salah  satunya  bernama  INDRI,  dan  hal

tersebut Penggugat ketahui dari wanita lain tersebut;

b. Bahwa  Tergugat  sering  marah-marah  dan  berkata  kasar  kepada

Penggugat  hanya  karena  masalah  sepele,  misalnya  pada  saat

kebutuhan rumah tangga kurang  terpenuhi, dan ketika marah Tergugat

sering mengucapkan kata-kata cerai;

6.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan  Tergugat   tersebut  terjadi  pada  bulan  Desember  2018, yang

akibatnya antara Penggugat   dengan Tergugat telah pisah rumah kurang

lebih 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Tergugat;
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7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan  dan  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

8.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Batulicin  Cq.  Majelis  Hakim  segera  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi: 

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan   yang  seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa

alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

menghadap ke persidangan; 

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat  untuk tetap

bersabar  dan  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  namun  tidak

berhasil,  kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti  surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  nomor

XXXXXXXXXXXXX atas  nama  PENGGUGAT diterbitkan  pada tanggal  16

Desember 2012 yang dikeluarkan oleh  Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-1);
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2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  nomor  466/56/VI/2009

diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut : 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

SAKSI  1,  di  depan  sidang  saksi  tersebut  menerangkan  dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa,  saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat

sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

mengambil  tempat  kediaman  berpindah-pindah dan terakhir  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat di Desa Bersujud sebagai tempat kediaman

bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa,  semula  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun

yang  lalu mulai  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  serta  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa,  penyebab  ketidakharmonisan  Penggugat

dengan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  telah  berhubungan  asmara

(berselingkuh) dengan beberapa wanita lain, selain itu Tergugat Tergugat

sering marah-marah dan berkata kasar  kepada Penggugat  dan ketika

marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;

- Bahwa,  antara  Penggugat   dengan  Tergugat  telah

terjadi pisah  tempat tinggal selama  kurang lebih 6 (enam) bulan, dan

yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

diusahakan damai namun tidak berhasil;
2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

SAKSI  2,  di  depan  sidang  saksi  tersebut  menerangkan  dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa,  saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat

sebab saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

mengambil  tempat  kediaman  berpindah-pindah dan terakhir  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat di Desa Bersujud sebagai tempat kediaman

bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa,  semula  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun

yang  lalu mulai  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  serta  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa,  penyebab  ketidakharmonisan  Penggugat

dengan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  telah  berhubungan  asmara

(berselingkuh) dengan beberapa wanita lain;

- Bahwa,  antara  Penggugat   dengan  Tergugat  telah

terjadi pisah  tempat tinggal selama  kurang lebih 6 (enam) bulan, dan

yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

diusahakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan; 

Bahwa, selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian putusan ini ditunjuk

hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan dalam hal  perceraian antara orang-orang yang beragama Islam,

maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  pertama dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  menjadi  kewenangan  absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1)  telah  nyata terbukti bahwa

Penggugat berdomisili di  wilayah Kabupaten  Tanah Bumbu yang  merupakan

wilayah yurisdiksi  Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 184

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah  pertama  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan  perubahan kedua dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan

memertimbangkan  status  perkawinan  Penggugat  dengan Tergugat  untuk

mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)

atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  bukti (P-2)  telah nyata terbukti bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,

sehingga harus  dinyatakan Penggugat  mempunyai  kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang,  bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang

sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang

menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  pertama  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,

majelis  hakim  telah  berupaya  menasihati  pihak  berperkara  namun  tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara

ini  tidak hadir,  maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya mendalilkan

dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi  tidak  datang  menghadap harus dinyatakan tidak  hadir dan

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini

dapat dijatuhkan tanpa  hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena   itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

selain  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  (P-1)  dan  (P-2)  sebagimana  telah

dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  para saksi Penggugat sudah dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  serta  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh  Tergugat  telah

berhubungan asmara (berselingkuh)  dengan beberapa wanita lain,  selain  itu

Tergugat Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar  kepada Penggugat

dan ketika marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai yang berakibat

terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama kurang  lebih  6  (enam)  bulan  dan  yang
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meninggalkan tempat  kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian antara

Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para saksi Penggugat tersebut adalah

fakta  yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat,  oleh karena  itu  keterangan  saksi   tersebut  telah  memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana telah  diatur  dalam  Pasal 308  R.Bg.  sehingga

keterangan  saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  yang

didukung dengan bukti-bukti Penggugat,  maka  terungkap fakta-fakta dalam

persidangan sebagai berikut:

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  dalam

hubungan hukum sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa,  sejak  Juni  2011 rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat tidak rukun  dan  harmonis  lagi  serta  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa,  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  adalah karena  Tergugat  telah  berhubungan

asmara  (berselingkuh)  dengan  beberapa  wanita  lain,  selain  itu  Tergugat

Tergugat  sering  marah-marah dan berkata  kasar  kepada Penggugat  dan

ketika marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;

- Bahwa,  puncak  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2018,

yang  akibatnya  antara  Penggugat   dengan  Tergugat  telah  terjadi  pisah

tempat  tinggal  selama  kurang  lebih 4  (empat)  bulan hingga  perkara  ini

diputus dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  didamaikan

namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena  Tergugat telah berhubungan
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asmara  (berselingkuh)  dengan  beberapa  wanita  lain,  selain  itu  Tergugat

Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan ketika

marah  Tergugat  sering  mengucapkan  kata-kata  cerai yang  berakibat  terjadi

pisah tempat tinggal  kurang lebih  4 (empat) bulan hingga perkara ini diputus,

disamping itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai oleh

pihak keluarga namun tidak berhasil,  sehingga tidak mungkin dapat tercapai

rumah tangga seperti  yang dimaksud dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21

yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2

dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam yakni  membentuk  rumah  tangga  (keluarga)  yang  kekal  dan  bahagia

(sakinah,  mawaddah  wa rahmah),  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat,

perkawinan  Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage);

Menimbang,  bahwa perceraian itu  menimbulkan  mudlarat,  akan tetapi

membiarkan  rumah  tangga  yang  diliputi  dengan suasana  ketegangan,

kebencian  dan  tidak  menentu  secara  berkepanjangan  justeru  menimbulkan

mudlarat yang  lebih  besar,  karenanya  harus  dipilih  salah  satu  yang

mudlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

ال    فضل إ ضرراأخفهما ضذاتعارن    

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka

harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”;

Menimbang,  bahwa  selain  kaidah  ushuliyah tersebut  di  atas  Majelis

Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam

Kitab  Fiqh  Sunnah Jilid  2  halaman  291  yang  selanjutnya  diambil  sebagai

pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

اذا ادعت الزوجععة اضععرارالزوج بهععا بمععا لايسععتطاع معععه

دوام العشععرة بيععن امثلهمععا ايجععوز لهععا ان تطلععب مععن

القاضى التفرايق وحينئذ ايطلقها القاضى طلقة بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما
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Artinya:  “Apabila  seorang  istri  mengugat  suaminya  telah  memberikan

kemadharatan  kepadanya  dengan  sesuatu  yang  tidak  mampu  lagi  untuk

bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim

agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak

bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang,  bahwa  dengan  merujuk  yurisprudensi  pada  Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret

1999  yang  mengandung  abstrak  hukum,  bahwa  berselisih,  cekcok,  hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  alasan  dalam  suatu  perceraian

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  gugatan  Penggugat  telah

beralasan hukum, sesuai  dengan Pasal  39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1  Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka gugatan Penggugat  untuk bercerai  dengan Tergugat  patut  untuk

dikabulkan;

Men im ban g, bahwa  o leh  ka re na Te rgug at tid ak  had ir di pe rsida ngan  tanp a a la san  yang  sah , me skipu n pe ngad ila n te lah  mem angg iln ya  seca ra re sm i dan  patu t, se la in itu  su ra t gu ga ta n Pe nggu ga t te lah  be ra la san  huk um , maka  ses uai denga n Pa sal 149 ayat (1 ) R .B g ., pe rk ara  in i d ip utus  seca ra vers te k;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perceraian  ini  dijatuhkan  oleh

Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka

petitum  2  (dua)  Penggugat  agar  menjatuhkan  talak  satu,  patut  dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan

dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama sebagaimana  telah

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
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kedua dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  maka biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009 dan  ketentuan  hukum  lain  serta  hukum  syar’i  yang  berkaitan

dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil

secara resmi dan  patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap

Penggugat;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar

biaya perkara sejumlah Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari  Rabu  tanggal   24 April 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. H.

SYAKHRANI sebagai  Ketua  Majelis,  M.  SYAEFUDDIN,  S.H.I.,  M.Sy. dan

SYAIFUL ANNAS,  S.H.I.,  M.Sy.  masing-masing  sebagai   Hakim   Anggota,

putusan mana diucapkan pada  hari  itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  tersebut

serta dibantu  oleh M.  KHARIS  RIDHANI,  S.H.,  M.H. sebagai Panitera

Pengganti  dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI
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         Hakim Anggota,     Hakim Anggota,

                   ttd                                                                  ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.           SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp     30.000,-
2. Biaya Proses         Rp     50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp   390.000,-
4. Biaya PNBP Relaas Panggilan Rp     20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp     10.000,-
6. Biaya Meterai                                     Rp       6.000,-

Jumlah Rp  506.000,- 
(lima ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 24 April 2019
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA
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